
... 

.. 

, �/t,, (rt1 J.(,, / 
,, _,.., . I I 

· -J, · , "> :  _.ffrc;,-_ . :  /  
•··. • .-· ,.,.,\c 
.. . 

.. .  

I  �  -  1  

•  c.  • •  

WALIKOTA PALOPO 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR 28 TAHUN 2 0 1 8  

TENTANG 

TATA CARA PENERBITAN IZIN OPERASIONAL MENARA 

TELEKOMUNIKASI 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

W�IKQT.f\ J»AWJ»Q, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 
1 1  Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi perlu 
mengatur Tata Cara Penerbitan Izin Operasional Menara 
Telekomunikasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Izin Operasional 
Menara Telekomunikasi, 

, 

·-� ... · .. ,, � .  

: 1 .  

.  .  .  

·. · .. 4. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851;  

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta.hun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3881); 

3. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T@\H1 ioo2 Nomor �4, T�mbah�n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

Undang-Undang Nomor 28 Ta.hun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

Mengingat 

5. Undang-Undang Nomor 26 Ta.hun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2007 
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4275); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4956); 



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 
2000 tentang Penyelenggaraan Tolekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3980); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 
tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3981); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 
2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4146); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5285); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

15 . Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 
2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasional 
Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Juanda-Palopo; 

16 . Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika 
dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 
Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 
2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 
3/P/2009 tentang Pedornan Pembangunan dan 
Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 













1. kepala Dinas RJPR menyampaikan surat penolakan 
persetujuan rekomendasi kelayakan konstruksi bangunan 
menara/rekomendasi kelayakan konstruksi bangunan menara 
kepada Kepala Dinas; 

m. berdasarkan hasil penelitian Tim Terpadu dan Tim Teknis dan 
keterangan kelayakan konstruksi bangunan menara dari 
Dinas PUPR, maka : 

1 .  Apabila permohonan ditolak, Tim Terpadu dan Tim 
Teknis , membuat dan membubuhkan paraf pada konsep 
Surat Penolakan disertai dengan alasan penolakan yang 
dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya 
disampaikan kepada Kepala Dinas; 

2. apabila permohonan disetujui, Tim Terpadu dan Tim 
Teknis , membuat dan membubuhkan paraf pada konsep 
Izin Operasional Menara Telekomunikasi, dan 
selanjutnyadisampaikan kepada Kepala Dinas; 

n. surat Penolakan / Izin Operasional Menara Telekomunikasi 
yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya 
diberi nomor surat dan stempel Dinas serta diagendakan 
kemudian disampaikan kepada Pemohon; 

o. format izin perpanjangan operasional menara telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud pasal (5) ayat 1 dinyatakan dalam 
lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini; 

(3) Jangka waktu proses pemberian pelayanan perpanjangan Izin 
Operasional Menara Tulekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  paling lama 14 (empat betas) hari kerja sejak 
permohonan diterima secara lengkap dan benar. 

BABV 

ALUR DAN BENTUK NASKAH DINAS 

Pasal 7 

( 1) Bagan alur mekanisme pemrosesan pelayanan Izin Operasional 
Menara Telekomunikasi dan perpanjangan Izin Operasional 
Menara Tulekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 
Pasal 6, dinyatakan dalam La.mpiran I yang merupakan bagian 
tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; 

(2) Bentuk formulir dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
dinyatakan dalam La.mpiran II Peraturan Walikota ini; 

BABVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8 

Penyedia Menara yang telah membangun dan telah mengoperasikan 
Menara Tulekomunikasinya sebelum Peraturan Walikota mi 
diberlakukan wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi; 



. .  ,  

1.ti , 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kota Palopo. 

2. Asisten 1 . 

Diundangkan di Palopo 
pada tan al 9 Pebruari  2018  

Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 9 Pebruari 2018  

WALIKOTA PALOPO, 

. JUDAS AMIR 

RETARIS DAERAH KOTA PALOPO, 

JAMl\LUDDIN 

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018 NOMOR 29 



, 
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LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 28 TAHUN 2018 TANGGAL : 9 Pebrua.i·i 2 0 1 8  

BAGAN ALUR TATA CARA PENERBITAN 

IZIN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI 

Kopala Soksl Spoktrum Ko pal a Kepala Dlnas Petugas Pelugas Frekuensl, Bldang Pos Komunlkasl URAIAN Pemohon Telekomunl· Dan Sekrelarls Lok et Survey llasl Dan Tolekomu- Dan 
Standarlaasl nlkasl lnformatllca 

Postel 
1 Pemohon mengajukan permohonan t8rtulis kepa�i 

�I Kepala Dinas dengan mengisi fonnu6r permohona yang disediakan Dinas dengan dilampir persyaratan sesuai ketontuan yang berlaku: 

2 pe1ugas lcket memeriksa kelengkapan dan I 
Q kabenaran berkas permohonan 

Bollan 

» 
I 

3 dalam hal berkas permohonan belum lengkap dar 
=s benar, petugas loket mengembalikan berka1 � apdan 

dimaksud kenada cemohon 
4 dalam hal berkas permohonan telah lengkap dar benar, maka petugas loket melalwkan pencatatar 

[ berkas permohonan pada agenda surat masuk dar memberikan 1anda terima kepada pemohon 

5 petugas loket menyampaikan berkas permohonar 

I yang telah lengkap dan benar sabagaiman1 
dimaksud pada huruf d kepada Kepala Saks Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dar 

! Standarisasi Postel 

6 Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi 
dan Standarisasi Postel melakukan penelitian ' 

terhadap berkas permohonan, menyiapkan jadwal 
dan menunjuk petugas su,vey 

7 Petugas &U1V8Y melakukan peninjauan lapangar 
untuk memastikan kesesuaian data dengan kondis 

[:J- 

� 
di  lapangan dan melaporkan hasilnya kepads Kepala Selc&i Speklrum Frekuensi, TelekomunikH 
dan Standarisasi Postel untuk dilakukan verifikas I 

- 
18rhadap hasil peninjauan lapangan 

clilGCu; iii dilolak 

8 apabila permohonan ditolak. Kepala Seka 

I Spektrum Frekuensi, T elekomunikasi dar 
Standarisasi Postel membuat dan membubuhkar 

I 
paraf pada konsep Surat Penolakan dar 
selanjutnya <fisampaikan kepada Kepala Bidani; Pos dan Telekomunikasi 9 apabila permohonan disetujui, Kepala Sakai 
Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel membuat clan membubuhken 

LG paraf pada konsep lzin Operasional Manera Telekomunilcasi, dan selanjutnya disampaikan 
kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi 

10 Kepala Bidang Pos dan Telekomunlkasi meneli1 

I I dan membubuhkan paraf pada konsep aura 
penolakan/lzin Operasional Menara Telekomunlkas 

I 
J 

clan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris 

I 
11  Sekretaris meneliti mumbubuhkan paraf pad a 

konsep Surat Penolakanllzin Operasional Menara 
Telekomunikasi dan kernudian diserahkan kepada 
Kepala Oinas untuk ditandatanganl 

12 Surat Penolakanllzln Operasional Menan 
--, 

D Telekomunikasl yang telah ditandatanganl olel 

T Kepala Dinas, selanjU!nya oleh Sekretaris diber 
nomor surat dan stempel Dinas se,ta diagenda .. 

1 se1..J..1 kemudian diserahkan kepada Pemohon 
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( 

BAGAN ALUR TATA CARA PENERBITAN 

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI 

Kepala Seksl KepaJa 
Spektrum Kepala Din as Din as 

Kepala 

Petugas Petugas Fntlwensl, Bldang Pos 
Sekre- 

Clpta 
Clpta 

Din as 

URAIAN Pemohon Telekomunl· Dan Kary a Komunikasl 
Loket Survey Telekomu· tarts 

clan Tata Karya clan 
clan kasl Dan Tata 

S1andansasl nlkasi Ruang 
Ruang 

lnformatika 
.. _ ...... 

1 Pemohon mengajukan permohonan lmtulis 
kepada Kepala Olnas dengan menglSf Mu,TI 
fonnullr permohonan yang dl&edlakan 01 
ctengan dilmnplri per11yanitan sesual ¢ 
ketentuan yang berlaku; 

2 petugas loket memefiksa kelengkapan clan I 

y I I kebenaran berlcas pennohonan 
I 

- I 
I _,  ;  

3  dalam hal bed!as pennohon&n belun 

6 
lonGka 

�- 
i  

lengkap dan benllr, petugas loke Bonet I mengembalilaln berkas dlmakaud kepad1 I 

! 'Mmohon I 

4 dalam hat beltcas permohonan telah lengka1 
-� I  dan  berlat, maka petugas lokel melalwkat I ! pencatatan berl!as permol!onan pad1 
- i agenda surat masuk dan membertkan tand1 

I 

tenma kepada pemohon I 

I 
5 petugas loket menyampalkan bef1all i 

pennohonan yang telah lengkap dan bena 

· o  
!  sebagaimana d!maksud pada huruf c I 

kl>nAdi,, Kasie SFTSP 
6 Kasie SFTSP metakukan penelllla1 

6- 
I 

terhadap berlcas pennohonan, menylapka1 
jadwal dan menunjuk petugas aurvev aertc 

menyampaikan befkaa pennohonan kepadc 
Kabid P081el 

7 Kadis melalul Kabid Postel berkoofdlnaa 
dengan OCKTR untuk mengetallul kondls 

I?' 
D kelayakan konalruksl bangunan menan 

yang dlmohonkan perpanjangan IOM1 
bardasarkan kapan teknls kelcuata1 
koostrulcsl mena,a yang dllampltkan olel 
pemohcn 

8 Petugas swvey melalwkan penlnJaua, 

� 
I lapangan untuk memalllikan kesesuala1 

data dengan kondlsl di lapangan dar I 

melaporlcan haallnya kepada Kasie SFTSF 
untuk dilakukan verlfikasi telhadap hast 
IMnlnlauan laDSnaan : .. 

9 DCKTR melakukan penellUan kelayakan I 

bangunan konstruksl menara berdasarkan 
kajian teknis kelwatan bangunan konalrukal 
menara .. 

lidal<la,ak 

� r;l 
1 0  Apabila bangunan kcmstruksl menara sudat rL, 

tldak layak. Kadis DCKTR menerbitkan aurir 
L...J penolakan peraetuJuan rekomendas 

kelayakan konslruksl bangunan manara 

{�� apabUa maelh layak, Kadis ocm 

menerbilkan rekomendaal kelayakar 
kon&truksl t.annunan menara 

11  Kadis DCKTR menyampallcan aura 
I 

r� 
penolekan persetujuan rekomendas 
kelayakan konstruk&i bangunar L 

menaralrekomendasl kelayakan konstrulcs 
l11a11t1unan menara ' 

· � 
B 
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BAGAN ALUR TATA CARA PENERBITAN 

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MENARA 

TELEKOMUNIKAS1 

' 

URA>AN 

12 ai:,abb permohonan ddolak, K8s1e SFTSI 
m.-nbtal dan membl.ibuhQn paal jl9d. 

konsep Su-at Pmolakan, dafl alanjutni 
disampaQl'I k"*'a Klbid Poal, apabl 
pem,ohman diHrut,..,I, KNit SFTSI 

memtqt dltl memt:iut:uun s-af pMI. 

konsep IOMT clan MlenfWI� dlNmpa!u 
lwpada l(lbld Pottel 

''"""""' 
Pttugas 

Survwy 

Ktp.1la 5eksl 

Spektrvm 
Frekuensl, 

Tet,,komunl- 

Usi D.iin 

Ke-pal a 

Bldang Pos 

"" Teiekomu- 

Dinis 
Ktp,1111 

Kt11al1 Dion 
Sekre- Clpta 

Cip11 
Dinis 

tens 
Kary a 

Karya dan 
Komunikasl 

dan Tab 
"'" 

·� ... ''" lnlormatilul 

·�"' 

Q• 

Standarlusi nikasi 

YO 
13 K.111:i:1 men$! oao membutuun para! 

peda kor,s,ep stnt penolak1n/lOMT din 

a.elanjwlya disamP'Ok•n k�a Sekretari. 

14 sellrel- � m....butluhken para 
pada konsep SI.QI Penoi,,k.11111.1:li 
OptlNlor",al Menlfa Tlltkomunlk.lM dli 

kemudian IIIMnlnbn kop.aa Kepf:la Cina, 
uni"* cfrtandata""•nl 

IS Surat Penolaka�OMT yang telah 
dtlandatqani oletl Kadi$ sel.r,/IMye ol�J'.f-1< ��--------------------j 
sekretlnll dibeft nomor � dan .tern�-� 
Dlnat IM<tl dtagendakan kemudi� 
dl$am�llu1n kepJ<la Pemol'lon � 

�J-+-+---ii=:J J 

Td 

1. Sel·· 

4. ;;a,,· 

. 

•• T 

PALO PO, 

. JUDAS AMIR 
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LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALOPO 
NOMOR : 28 TAHUN 2018 
TANGGAL : 9 Pebruari 2018 

1 .  Format Surat Permohonan 

SURAT PERMOHONAN 

Nomor 
Hal Permohonan lzin Operasional 

Menara Telekomunikasi 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nam a 
NIK 
Jabatan 
Ala mat 
Telepon/HP 

Kepada 
Yth. Walikota Palopo 

Cq. Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

di- 
PALO PO 

Bersama ini kami mengajukan permohonan lzin Operasional Menara Telekomunikasi 
sebagai berikut 

Alamat Persil 
Kelurahan 
Kecamatan 
Koordinat(Long,Lat) 
Tinggi 
Tipe Site (G/R) 
Jumlah Operator 
Nama Operator 

Sebagai bahan pertimbangan berikut ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan 
permohonan sebagai berikut 

1 .  Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 
2. Foto copy IMB Menara Telekomunikasi yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang 

berwenang; 
3. Dokumen Kontrak/Sewa Lahan/Tanah; 
4. Surat lzin Frekuensi dari Balai Monitoring Frekuensi (khusus izin pemancar 

radio); 
5. Surat Pemyataan Kesanggupan untuk membayar retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi; 
6. Surat pemyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat baik 

yang berdomisili disekitar menara maupun warga masyarakat yang melintas 
apabila terjadi kerugianlkerusakan material dan non material yang diakibatkan 
oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan; 

7. Surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak 
dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau 
keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan 
ruang; 

8. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara 
bersama; 

9. pas foto berwama 3x4 (2 lembar); 
1 O. meterai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar. 



. . 

� 
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Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenar-benamya dan atas perhatiannya 
disampaikan terimakasih. 

. . 

Pemohon 

(Materai) 

(Nama Jelas dan Tanda Tangan) 



2. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Mengganti Kerugian Warga 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGGANTI KERUGIAN WARGA 
Nomor: 

Yang bertanda tangan di bawah ini 
Nam a 
NIK 
Jabatan 
Ala mat 
Telepon/HP 
Bertindak atas nama : (Nama Perusahaan/ 

Menyatakan bahwa untuk Menara Telekomunikasi sebagai berikut: 
Alamat Persil 
Kelurahan 
Kecamatan 
Koordinat(Long, Lat) 
Tinggi 
Tipe Site (G/R) 
Jumlah Operator 
Nama Operator 

Sanggup untuk mengganti kerugian kepada warga masyarakat baik yang berdomisili 
disekitar menara maupun warga masyarakat yang melintas apabila terjadi 
kerugianlkerusakan material dan non material akibat adanya aktifitas operasional menara 
telekomunikasi tersebut. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

Materai 

(Nama Jelas & Tanda Tangan) 

3. Ha;i?g ..... It:ti1.� ••••• 

4. lla�uilag .. .V.H . 
! 

___ 1 

WALIKOTA PALOPO, 

. JUDAS AMIR 

TEL :::'l::·�:::..._i-l _•_A_R_A_F--t-'-'\-f;_v_"_"_L_, 
1.Sel,,, .a 

2. A�isten .. ]- .... - ... - ... - ... - .. +---+-----! 



3. Format Surat Pemyataan Kesangqupan Membonqkar Menara 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBONGKAR MENARA 
Nomor : . 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nam a 
NIK 
Jabatan 
Alam at 
Telepon/HP 
Bertindak atas nama : fNama Perusahaan} 

Menyatakan bahwa untuk Menara Telekomunikasi sebagai berikut : 
Alamat Persil 
Kelurahan 
Kecamatan 
Koordinat(Long, Lat) 
Tinggi 
Tipe Site (G/R) 
Jumlah Operator 
Nama Operator 

Sanggup untuk membongkar Menara Telekomunikasi tersebut apabila sudah tidak 
dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang, atau keberadaannya 
sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan penataan ruang. 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  .  

Materai 

r" 

.f (Nama Jelas & Tanda Tangan} 



4. Format Surat Pemyataan Kesanggupan Sebagai Menara Bersama 

SURATPERNYATAANKESANGGUPANSEBAGAIMENARABERSAMA 

Nomor: . 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nam a 
NIK 
Jabatan 
Ala mat 
Telepon/HP 
Bertindak atas nama : (Nama Perusahaan) 

Menyatakan bahwa untuk Menara Telekomunikasi sebagai berikut : 
Alamat Persil 
Kelurahan 
Kecamatan 
Koordinat(Long, Lat) 
Tinggi 
Tipe Site (G/R) 
Jumlah Operator 
Nama Operator 

Sanggup untuk digunakan I dimanfaatkan sebagai menara bersama dan secara teknis 
sesuai dengan hasil kajian mampu untuk ditempati perangkat telekomunikasi secara 
bersama (minimal sebanyak 3 (tiga) operator/telco). 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  .  

Materai 

� (Nama Jelas & Tanda Tangan) 
( 



·, . 
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5. Formulir Survey Lapangan �ra Telekomunikasi 

Fonnullr Survey Lapangan Menara Telekomunlkasi 

1. IDENTITAS PEMOHON 
Nama 
NPWP 
NIK 
Pekerjaan 
Alam at JI. 

No. 
Kelurahan/Desa: 
Kecamatan: 

Telepon 
Handphone 
Email 

2. BERTINDAK ATAS NAMA 
Nama Perusahaan 
Alam at JI. 

No. 
Kelurahan/Desa: 
Kecamatan: 
Kabupaten/Kota: 
Provinsi: 

Notaris 
No.SIUPP 

Perpanjangan ke : . 

A. Pentanahan (Grounding) 
B. Penangkal Petir 
C. Power Supply 
D. Lampu Halangan Penerbangan (aviation obstruction light) 
E. Marita Halangan Penerbangan (aviation obstruction marking) 
F. Pagar Halaman 

5. IDENTITAS HUKUM 
a. Nama PemDik Menara 
b. Alamat lokasi Menara 
c. Koordinat Menara 
d. Tinggi Menara 
e. Tahun Pembuatan Menara 
f. Penyedia Jasa Konstruksi 
g. Beban Maksimum Menara 
h. Pengguna/Penyewa Menara 
I. Nomor Telepon Pengaduan 

Keterangan : 
TidakAda 
TldakAda 
TidakAda 
TidakAda 
TidakAda 

TidakAda 
TidakAda 
TidakAda 
T!dakAda 
TidakAda 
TidakAda 
TidakAda 
TldakAda 
TidakAda 

Ada 
Ada 
Ada 
Ada 
Ada 

Rooftop 
M!nipole 
WaDMount 
Kamuflage 

Ada 
Ada 
Ada 
Ada 
Ada 

Ada 
Ada 
Ada 
Ada 

Baru 

Greenfield 
Selft Support Tower 
Minitower 

Monopole 
........... (M) 

Eksisting Baru 
Single Bersama 

JI. 
No. 
Kelurahan/Desa: 
Kecamatan: 

Aide Perusahaan No. 
Notaris 
NPWP Perusahaan 

3. IDENTITAS MENARA 

� Alarnat Persll 

f 

GPS Longitude 
GPS Latitude 
Status Operasional 
Masa Sewa Lokasi 
Type Site Menara 
Type Shape Menara 

Tinggi Tower 
Keberadaan 
Sharing 
Operator Pengguna 

4. SARANA PENDUKUNG 

r-,. 

( 

Demikian idenlifikasi data ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai acuan proses pengajuan lzin Operasional 
Menara Telekomunikasi. 

Palopo, .•...•••.•..•.•..•.••••.••• 
Petugas Survey : 
1. 

2. 

3. 

Pemohon, 

Ttd 

Diketahui, 

Ttd 



.. ' 

6. Format Surat Permohontf f&r-1a3:nianaan lzin Ooerasional Menara Telekomunikasi 

SURAT PERMOHONAN 

Nomor 
Hal Permohonan Perpanjangan 

lzin Operasional Menara 
Telekomunikasi 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 
NIK 
Jabatan 
Ala mat 
Telepon/HP 

Kepada 
Yth. Walikota Palopo 

Cq. Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Perizinan Satu Pintu 
di- 

PALOPO 

r 

r 

Bersama ini kami mengajukan permohonan Perpanjangan lzin Operasional Menara 
Telekomunikasi sebagai berikut 
Alamat Persil 
Kelurahan 
Kecamatan 
Koordinat(Long,Lat) 
Tinggi 
Tipe Site (G/R) 
Jumlah Operator 
Nama Operator 

Sebagai bahan pertimbangan berikut ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan 
permohonan sebagai berikut: 

1 .  foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 
2. Surat Pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat 

apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara 
telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan; 

3. Surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak 
dimanfaatkan atau habis masa izmnya dan tidak diperpanjang atau 
keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan 
ruang; 

4. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara 
bersama; 

5. Surat bebas tunggakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; 
6. pas foto berwarna 3x4 (2 lembar); 
7. meterai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar; 
8. kajian teknis kekuatan bangunan; dan 
9. lzin Operasional Menara Telekomunikasi Norn or . . .  



� 
( .1 

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenar-benamya dan atas perhatiannya 
disampaikan terimakasih. 

. ' . 

Pemohon 

{Materai) 

{Nama Jelas dan Tanda Tangan) 



7. Format Surat Rekomendas; Perpanjangan lzin Operasjonal Menara Teiekomynjkasi 

PEMERINTAH KOTA PALOPO 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Jin. Cendana Kel. To Bulung Kee. Bara Kota Palopo, Telp. {0471) 23394 Fax. {0471) 23394 

R E K O M E N D A S I  

Nomor : 600/ /IOM/PUPR/02/2018 

Tentang 
PERSETUJUAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL MENARA 

�. 

f 

I. 

I I .  

Membaca Permhonan lzin Perpanjangan Operasional Menara Telekomunikasl dari : 
Nama Permohon 
No. Pendaftaran 
Alamat Pemohon 
Lokasi Bangunan 
Jenls/Slfat Bangunan 
Guna Bangunan 
Luas Bangunan 
GSB 

Bahwa setelah diadakan peninjauan lapangan dan penilaian/evaluasi teknis, maka permohonan 
tersebut di atas Dapat/Tidak Dapat ·1 diproses lebih lanjut untuk diterbitkan lzin Perpanjangan 
Operasional Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Pertimbangan Persetujuan : 
1. . . 

2. . ..................................................................•......................................................................... 

r-. 
( 

3. . . 

4. 

Ill. Sebagai bahan proses Penerbitan lzln, terlamplr kelengkapan Permohonan dan Berita Acara 
Peninjauan Lapangan (BAPL). 

IV. Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Palopo, 

a.n. KEPALA DINAS PUPR 

TIMTEKNIS 

2018 

ABRAHAM A. A. MASSENGA. ST 

NIP.19671105 2006041011 

•) Coret yang tidak perlu 

HASRUL HUSAIN. ST 

NIP.19780619 2010011016 



. .  -  

.  

7. format Surat Rekomendasj perpanjangan tzin Operasional Menara Jelekomunjkasi 

PEMERINTAH KOTA PALOPO 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
Jin. Kota Palopo, Telp. (0471) 23394 Fax. (0471) 23394 

R E K O M E N D A S I  

Nomor: 600/ /IOM/KOMINF0/02/2018 

Tentang 
PERSETUJUAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL MENARA 

I. 

II. 

Membaca Permohonan lzin Perpanjangan Operasional Menara Telekomunikasi dari: 
Nama Permohon 
No. Pendaftaran 
Alamat Pemohon 
Lokasi Bangunan 
Jenls/Slfat Bangunan 
Guna Bangunan 
Luas Bangunan 
GSB 

Bahwa setelah dladakan pemeriksaan data realisasi pembayaran retribusi pengendallan menara 
telekomikasi , maka permohonan tersebut di atas Dapat/Tidak Dapat ·J diproses lebih lanjut untuk 
diterbitkan lzin Perpanjangan Operasional Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dengan pertimbangan : 
1. . . 

2. . . 

3. . ....................................................................•.•..................................................................... 

4. . . 

r-. 
I I l l . Sebagai bahan proses Penerbltan lzin, terlamplr kelengkapan Permohonan dan Berlta Acara 

Penlnjauan Lapangan (BAPL). 

IV. Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagalmana mestinya. 

Palopo, 

a.n. KEPALA DINAS KOMINFO 

TIMTEKNIS 

2018 

GUNAWAN.SE 

NIP. 19671105 2006041011 

") Coret yang tidak perlu 

MAHARUDDIN, SE 

NIP.19780619 2010011016 


